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Munculnya kebijakan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual (K1) oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan salah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini.
Secara sederhana, Hak kekayaan intelektual (HK1) dapat dimaknai sebagai suatu hak yang diberikan kepada
individu atau organisasi atas ciptaan mereka. Hak ini memberi pemiliknya hak eksklusif untuk
menggunakan, memproduksi, dan menjual ciptaan mereka untuk jangka waktu tertentu, serta melindungi
ciptaan mereka dari penggunaan atau peniruan tanpaizin. Banyaknya pelanggaran atas K1, terutama Hak
Ciptadan Merek, menunjukkan terdapat suatu urgensi yang harus disikapi secarategas. Berdasarkan data,
pelanggaran atas hak cipta dan merek sangat marak terjadi di pusat perbelanjaan. Dampak dari pelanggaran
tersebut memberikan kerugian secara ekonomi, baik untuk pemegang hak eksklusif maupun negara. Adanya
kebijakan sertifikas yang diusung oleh DJKI tentu menjadi suatu terobosan yang sangat baik. DJKI tentu
memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penerapan kebijakan ini, baik dalam tahapan proses
sertifikas maupun pengawasan. Adapun Manfaat dari eksistensi kebijakan ini, diharapkan dapat
memberikan kepastian hukum dan memberantas pelanggaran-pelanggaran HKI1 yang ada. Akan tetapi pada
realitas penerapannya, masih banyak ditemukan pusat perbelanjaan yang memperjual belikan barang yang
melanggar ketentuan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam proses penelitian, penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum secara doktrinal, yaitu metode penelitian dengan mengacu pada analisis teori
hukum dan doktrin hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu tindakan
yang lebih represif untuk memberantas permasalahan hukum kekayaan intelektual. DK JI diharapkan dapat
membentuk tim satuan khusus yang bekerja sama dengan instansi pain untuk menegakkan kebijakan ini
secara masif.

...... The introduction of the shopping center certification policy based on Intellectual Property (IP) by the
Directorate General of Intellectua Property (DGIP) isone of the primary reasons for conducting this
research. Intellectual Property Rights (IPR) can be smply understood as rights granted to individuals or
organizations over their creations. These rights give owners exclusive rights to use, produce, and sell their
creations for a specific period, as well as protect them from unauthorized use or imitation. The prevalence of
IP violations, especially in Copyrights and Trademarks, indicates a pressing urgency that must be addressed
firmly. According to data, violations of copyright and trademark rights are rampant in shopping centers. The
economic impact of these violations results in losses for both the exclusive rights holders and the nation.
The implementation of the certification policy proposed by DGIP represents a significant breakthrough.
DGIP plays acrucial role in the implementation of this policy, both in the certification process and in
supervision. The benefits of this policy aim to provide legal certainty and eradicate existing IPR violations.
However, in reality, many shopping centers are found to trade goods that violate Intellectual Property Rights
regulations. In the research process, a doctrinal legal research method was utilized, which involves
analyzing legal theories and legal doctrines. The research findings indicate that more stringent measures are
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still needed to address intellectual property law issues. DGIP is expected to establish a specialized unit in
collaboration with relevant agencies to enforce this policy comprehensively.



